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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

di paparkan,maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kewenangan Pemerintah Mengenai minuman keras yang 

beredar di Kota Cilegon ini terdapat didalam Pasal 16 

Undang Undang No 23 Tahun 2014 yaitu Pemerintah Pusat 

dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren 

berwenang untuk: a. menetapkan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan; dan b. melaksanakan pembinaan dan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

2. Dalam melakukan upaya untuk mengurangi peredaran 

minuman keras yang ada di Kota Cilegon telah ditemukan 

beberapa factor yang menjadi penghambatnya yaitu adanya 

penjualan minuman keras lewat media social, adanya 

beberapa oknum dari penegak hukum yang mengambil 
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keuntungan dari penerapan Peraturan Daerah No 5 Tahun 

2001, kurangnya kesadaran masyarakat, dan juga Peraturan 

daerah yang di buat tanpa ada kajian akademik berupa 

naskah akademik.  

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah di dapatkan, maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk saran aplikatif, penulis berharap Pemerintah 

Pemerintah daerah hendaknya meningkatkan usaha 

meningkatkan pengawasan terutama kaum remaja dari 

pengaruh minuman beralkohol dengan membentuk Badan 

penanggulangan Alkoholisme dan menjadikan pembebasan 

minuman beralkohol sebagai gerakan nasional, Departemen 

Perindustrian seharusnya memberhentikan pemberian izin 

untuk mendirikan pabrik yang memproduksi minuman 

beralkohol dan secara berangsur mengurangi produksinya, 

Departemen Perdagangan hendaknya memberhentikan 

pemberian izin untuk memperdagangkan minuman 

beralkohol dan memperketat pengedarannya. 
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2. Untuk saran akademis, penulis berharap agar para 

akademisi dan pembaca untuk terus mengkaji dan 

menganalisa secara konsisten terhadap segala persoalan-

persoalan hukum khususnya mengenai kewenangan 

pemerintah daerah terutama dalam mengawasi peredaran 

minuman keras di Kota Cilegon. 


